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P   U   T   U   S   A   N

Nomor :  93/G/2008/PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  memutus  

dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  t i ngka t  per tama  

dengan  acara  biasa ,  te l ah  menja tuhkan  Putusan  dengan  per t imbangan-

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t ,  da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  KAMUNDAN RAYA,  Berbadan  Hukum Indones ia  yang  di  waki l i  o leh  

AGUSTINUS  ISWAHJUDI,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Di rek tu r  PT,  Kamundan 

Raya,  bera lamat  d i  Dja jan t i  Plaza ,  Lanta i  6 

Ja lan  H.Fachrudd in  Nomor  19  Jakar ta  

Pusat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam hal  in i  member i  kuasa  hukum kepada  ;

HAKIM  TUA  HARAHAP,  SH.MH.,  TAUFIK  SIREGAR,  

SH.M.Hum,  H.  DANIAL  SYAH,  SH.  DIAH  PANJI  

SASTRA,  SH.  BAMBANG NURDIANSYAH,SH.  kesemuanya  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  Advokat  

dan  Pengacara  pada  kanto r  hukum dan  kead i l an ,  

bera lamat  di  Ja lan  Pro f .  M.H.  Yamin,  SH.  

Komplek  Serdang  Mas  Blok  B  Nomor  9,  Medan,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  640/DK-

SK/VI I / 2008  te r t angga l  9 Ju l i  2008.  Selan ju tnya  

disebu t  PENGGUGAT; -

 

L   A   W   A   N       :

MENTERI  KEHUTANAN REPUBLIK  INDONESIA. ,  berkedudukan  d i  Gedung 

Manggala   Wanabakt i ,   Ja lan  Jend.    Gato t  Subro to ,  Jakar ta .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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10270; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  member i  kuasa  hukum 

kepada  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUPARNO,SH. ,  KRISNA RYA,SH.MH. ,  HARI  BUDIANTO,  

SH. ,  SUPARDI,  SH. ,  IMAM  SETIOHARGO,  SH. ,  

M.ZAENURI,  SH. ,  HERDIANTO,  SH. ,  FRANCISCA 

BUDIYANTI ,  SH.  kesemuanya  ada lah  Pegawai  

Depar temen  Kehutanan  R. I ,  bera lamat  d i  Gedung 

Manggala  Wanabakt i  Blok  VI I  Lanta i  3,  Ja lan  

Gato t  Subro to ,  Senayan,  Jakar ta  Pusat ,  

berdasarkan    sura t  kuasa  khusus  nomor  

KS.6 /Menhut - I I / 2008  te r t angga l  12  Agustus  2008;  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

TERGUGAT  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan   Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  Nomor  :  93/PEN- DIS/2008 /PTUN- JKT.  tangga l  22  Ju l i  2008  

ten tang     Pemer iksaaan  Acara  Biasa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan   Ketua   Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  Nomor  :  93/PEN/2007 /PTUN- JKT,  tangga l  22  Ju l i  2008  ten tang  

Penunjukan  Susunan Maje l i s  Hakim ;  - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  93/PEN- HS/2008/PTUN- JKT,  tangga l   22  

Ju l i  2008  ten tang  Penetapan  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca bukt i - bukt i  dan  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengarkan  kete rangan  Para  Pihak  dan  kete rangan  Saks i  

Penggugat   d ipe rs i dangan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat  te lah  mengajukan  gugatan  kepada  Tergugat  dengan  
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sura t  gugatannya  te r t angga l   9  Ju l i  2008,  yang  di te r ima  dan  

dida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

pada  tangga l   9  Ju l i  2008,  d i  bawah  Regis te r  perkara  Nomor  :  

93/G/2008 /  PTUN-JKT. ,  dan  dipe rba i k i  da lam  s idang  Pemer iksaan  

Pers iapan  tangga l  5  Agustus   2008,  yang  mengemukakan  alasan- alasan  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

objek  gugatan  :

Surat  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

SK.363 /Men Hut- I I / 2007  tangga l  30 Oktober  2007 Tentang  Pencabutan  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  RI  No.392/Kp ts - I I / 1992  tanga l  24  

Pebruar i  1992  Tentang  Pember ian  Hak Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  

Kamundan 

Raya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Adapun gugatan  in i  d idasarkan  alasan  sebaga i  ber i ku t ;

Bahwa  Penggugat  ada lah  badan  hukum  Indones ia  yang  did i r i k an  

dengan  nama PT.  Kamundan Raya berdasarkan  akta  pend i r i an  Nomor  

16  tangga l  11  Agustus  1988  yang  dibua t  o leh  dan  dihadapan  

Rahmah  Ar ie  Saeta rd jo ,  SH  Notar i s  d i  Jakar ta  yang  te l ah  

mempero leh  perse tu j an  dar i  Menter i  Kehak iman  Republ i k  

Indones ia  dengan  SK Nomor  :  C2- 4664 HT.01 .01 .  th  89 tangga l  25  

Mei  1989,  dan  te l ah  mengalami  beberapa  ka l i  perubahan  dengan  

perubahan  te rakh i r  berdasarkan  akta  Nomor  :  17 tangga l  23 Jun i  

2008  yang  dibua t  o leh  dan  dihadapan  Mi ta  Damayant i ,  SH,  M.Kn 

Notar i s  d i  Tanggerang  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  12  Mei  2008  seorang  Pegawai  Penggugat  datang  

ke  kanto r  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua  di  ja l an  Tanjung  Ria  

Jayapura  dan  pada  saat  i t u l ah  seorang  sta f f  Dinas  Kehutanan  

menyatakan  “bua t  apa  lag i  datang”  kan  HPH ka l i an  sudah  

dicabu t “  seraya  kemudian  member ikan  fo to  copy  sura t  ob jek  

gugatan  ; - - - -

Bahwa  oleh  karena  tangga l  12  Mei  2008  ada lah  saat  Penggugat  

mengetahu i  adanya  sura t  ob jek  gugatan  maka  h ingga  saat  in i  

masih  berada  dalam  tenggang  waktu  yang  dipe rkenankan  oleh  

undang- undang  atau  belum  melewat i  waktu  90  har i  sebaga imana  

di t en tukan  oleh  pasa l  55  Undang- undang  No.  5  tahun  1986  Jo.  

Undang- undang  No.  9 tahun  2004 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa sura t  ob jek  gugatan  te l ah  bers i f a t  f i na l  karena  te rhadapnya  

t i dak  ada  lag i  upaya  band ing ,  admin is t r a t i f ,  juga  bers i f a t  

konkr i t  ya i t u  ten tang  pencabutan  HPH Penggugat  dan  Ind i v i dua l  

karena  di tu j u kan  kepada  Penggugat  dan  dengan  demik ian  maka 

objek  gugatan  te l ah  memenuhi  keten tuan  pasa l  1  ayat  (3 )  

Undang- Undang  No.  5  tahun  1986  Jo.  Undang- undang  No.  9  tahun  

2004  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  Penggugat  merasa  kepent i ngnnya  di rug i kan  karena  dengan  

te rb i t n ya  keputusan  ob jek  gugatan  maka  hi l angnya  dasar  

Penggugat  mengolah  kayu  produks i  yang  dapat  menghas i l k an  

keuntungan  baik  bag i  Penggugat  maupun bagi  karyawan  Penggugat  

dan  oleh  karena  i t u  maka keten tuan  pasa l  53  (1)  Undang- Undang  

No.  5  tahun  1986  Jo.  Undang- undang  No.  9  tahun  2004  te l ah  

te rpenuh i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa Penggugat  sangat  kebera tan  dengan  keputusan  objek  sengketa  

karena  keputusan  Terguga t  te l ah  melanggar  keten tuan  hukum yang  

ber laku  atau  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan,  

t i dak  mempert imbangkan  se lu rah  kepent i ngan  te rka i t  sebe lum 

te rb i t n ya  ob jek  sengke ta  juga  melanggar  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ,  yang  secara  te r i n c i  adalah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN  YANG 

BERLAKU;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  penerb i t an  objek  gugatan  berdasarkan  pada  pasa l  134  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  tahun  2007  ten tang  Tata  Hutan  dan  

Penyusunan  Rencana  Pengelo laan  Hutan  Ser ta  Pemanfaa tan  Hutan,  

sebaga i  mana  disebu tkan  pada  Kons ide ran  “Menimbang”  huru f  d 

da lam  putusan  objek  

sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa menuru t  pasa l  134  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  tahun  2007  

ten tang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelo laan  Hutan  

Ser ta  Pemanfaa tan  Hutan  te rsebu t  d isebu tkan  secara  tegas  bahwa 

sebe lum  iz i n  dicabu t  maka  harus  te r l eb i h  dahulu  dibe r i kan  

per inga tan  te r t u l i s  sebanyak  3  ( t i ga )  ka l i  secara  beru ru tan  

4
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dalam  jangka  waktu  30  har i  untuk  set i ap  ka l i  

per inga tan ; - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  kons ide ran  atau  “Menimbang”  huru f  c  objek  gugatan  

disebu tkan  :  Sura t  Menhut  No.S.417 /Men  hut - VI /BPHA/2006  

tangga l  17  Mei  2006,  No.S.612 /Men  hut - VI /BPHA/2006  tangga l  24  

Ju l i  2006  dan  No.S.646 /Men  hut - VI /BPHA/2006  tangga l  15  

September  2006,  maka dar i  tangga l  17 Mei  2006 sampai  dengan  24  

Ju l i  2006  ada lah  67  har i ,  la l u  dar i  tangga l  24  Ju l i  2006  

sampai  dengan  15  September  2006  adalah  51  har i ,  seh ingga  

je l as l ah  bahwa  pember ian  per inga tan  i t u  te l ah  melanggar  

tenggat  30  har i   sebaga imana  di ten tukan  dalam  pasa l  134  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  tahun  2007  ten tang  Tata  Hutan  dan  

Penyusunan  Rencana  Pengelo laan  Hutan  Ser ta  Pemanfaa tan  

Hutan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se lan ju t nya  menuru t  kons ide ran  “Menimbang”  huru f  b  ob jek  

gugatan  disebu tkan  bahwa  Penggugat  t i dak  mengajukan  /  

menyerahkan   URKT 2005  dan  2006  –quod  noon-  la l u  atas  dasar  

kesa lahan  i t u  Tergugat  te l ah  menghukum Pengugat  berdasarkan  

Pera tu ran   Pemer in tah  Nomor  6  tahun  2007  ten tang  Tata  Hutan  

dan  Penyusunan  Rencana  Pengelo laan  Hutan  Ser ta  Pemanfaa tan  

Hutan ,  seh ingga  menjad i  nyata  bahwa saat  te r j ad i n ya  kesa lahan  

pengugat  –quod  noon  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  tahun  2007  

ten tang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelo laan  Hutan  

Ser ta  Pemanfaa tan  Hutan  yang  menjad i  landasan  penghukuman 

belum  te rb i t ,  padaha l  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  6  tahun  

2007 i t u  t i dak  

mencantumkan  keten tuan  untuk  ber laku  suru t ,  atau  dengan  kata  

la i n  Tergugat  te l ah  melanggar  pu la  pr ins i p  Ret roak t i f  da lam 

member ikan  hukuman ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  i t u  menjad i  nyata  bahwa  Tergugat  dalam 

menerb i t kan  keputusannya  te l ah  melanggar  pasa l  134  Pera tu ran  

Pemer in tah  nomor  :  6  tahun  2007  i t u  send i r i  ser ta  melanggar  

pu la  asas  hukum “Ret roak t i f ”  dan  oleh  karena  i t u  cukup lah  

alasan  untuk  membata lkan  putusan  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  OBJEK  SENGKETA  BERNILAI  NUILLITEIT  

(HAMPA); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 5 dar i  41 Putusan  No.93 /G/2008 /PTUN- JKT
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- - - - - - - - -

Bahwa judu l  atau  t i t l e  objek  sengketa  ada lah  :

“  Pencabutan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  392/Kpts -

I I / 1992  tangga l  24  Pebruar i  1992  Tentang  Pember ian  Hak 

Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  Kamundan 

Raya” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La lu  nomor  ser ta  tangga l  penerb i t an  sura t  pada  t i t l e  ob jek  

sengketa  i t u  diu l ang i  kembal i  pada  kons ide ran  menimbang  hurup  

a  dan  e,  la l u  pada  dik tum  Memutus  :  menetapkan  ;  

KESATU : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Mencabut  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.392 /Kp ts -

I I / 1992  tangga l  24  Pebruar i  1992  ten tang  pember ian  Hak 

Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  Kamundan 

Raya”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La lu

KEDUA  ;  Memer in tahkan  kepada  PT.  Kamundan  Raya 

untuk  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menghent i kan  semua  keg ia tan  dalam  bentuk  apapun  d i  da lam 

area l  ker j a  HPH/IUPHHK  sebaga imana  dimaksudkan  dalam 

Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.392/Men.Hut - I I / 1992  

tangga l  24  Pebruar i  

1992. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jad i  ada  4  (empat )  ka l i  penyebutan /penu l i s an  tangga l  24  

Pebruar i  1992  dalam  sura t  menter i  Kehutanan  No.363/Men.Hut -

I I / 2007  tangga l  30  Oktober  2007  (ob jek  

gugatan)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa akan  te tap i  pada  kenyataannya  pember ian  HPH oleh  Menter i  

Kehutanan  kepada  Penggugat  ada lah  dengan  sura t  No.392/Kp ts -

I I / 92  tangga l  22 Apri l  1992  dan bukan tanggal  24 Pebruar i  1992  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan demik ian  menjad i  je l as  bahwa HPH yang  di tu j ukan  oleh  

Sura t  ob jek  sengke ta  bukan lah  HPH  kepunyaan  Penggugat  

mela inkan  pember ian  HPH yang  la i n  atau  j i ka  t i dak  demik ian  

maka  sura t  putusan  objek  sengketa  adalah  bers i f a t  NULLITEIT  

atau  hampa  atau  d ianggap  t i dak  ada  se jak  semula  atau  mest i  

d iangap  t i dak  pernah  
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ada ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  OBJEK  GUGATAN  BERTENTANGAN DENGAN  ASAS  KECERMATAN 

(PRINCIPLE  OF CAREFULLNESS)  YANG MERUPAKAN ASPEK ASAS-ASAS 

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. ; - - - - - - - - - - - - -

Bahwa menuru t  asas  kecermatan  atau  Pr inc i p l e  of  Care fu lness  maka 

sebe lum  menerb i t kan  suatu  keputusan  maka  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  harus  mempert imbangkan  secara  cermat  dan  te l i t i  semua 

fak ta  dan  keadaan  yang  berka i t an  dengan  mater i  keputusan ,  

mendengar  dan  mempert imbangkan  alasan  yang  dia jukan  oleh  

pihak - pihak  yang  berkepent i ngan  (v i de  Ridwan  HR,  Hukum Adm 

Negara ,  UI I  Pres  Yokyakar ta  :  tahun  2002  hal  

204 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  alasan  te rb i t n ya  ob jek  sengke ta ,  sa lah  satunya  ada lah  

karena  Penggugat  t i dak  mengajukan /menyerahkan  URKT tahun  2006  

sebaga imana  disebu t  pada  kons ide ran  “Menimbang”  huru f  b,  dan  

ten tang  ha l  in i  Penggugat  menolaknya  dengan  

tegas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa dengan  sura t  NO.  09/KR- UM/XI  2005  tangga l  01 Nopember  2005  

Penggugat  te l ah  menyerahkan  dan mengajukan  URKT tahun  2006 dan  

te lah  di te r ima  oleh  Pejaba t  yang  berwenang  ya i t u  Ka.  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Papua  d i  Jayapura  yang  tembusannya  juga  

disampaikan  kepada  Di r j en  Pengelo laan  Hutan  Produks i  d i  

Jakar ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa URKT tahun  2006 i t u  te l ah  Penggugat  serahkan  kepada  Pejaba t  

yang  berwenang  te r l i h a t  pu la  pada  sura t  Ka.  Dinas  Kehutanan  

Prop ins i  Papua  No.  522.1 /1261  tangga l  10  Oktober  2006  yang  

di t u j u kan  kepada  Di r j en  Bina  Produks i  Kehutanan  Produks i  d i  

Jakar ta  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  adapun  URKT tahun  2005,  benar  t i dak  Penggugat  serahkan  

kepada  Pejaba t  yang  berwenang  karena  mula i  akh i r  tahun  2004  

seh ingga  hampi r  sepan jang  tahun  2005  pada  lokas i / a r ea l  

Penggugat  berkecamuk  konf l i k  in t e rna l  anta ra  suku  komoro  dan  

suku  Dani  h ingga  menewaskan  seorang  dian ta ranya ,  seh ingga  

Penggugat  t i dak  dapat  merencanakan  keg ia tan ,  dan  ten tang  

konf l i k  suku  in i  juga  te r l i h a t  pada  sura t  Ka.  Dinas  Kehutanan  

Prop ins i  Papua  No.  522.1 /1261  tangga l  10  Oktober  2006  dan  
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ten tang  hal  in i  Penggugat  send i r i  te lah  member ikan  pen je lasan  

kepada  Di r j en  Bina  Produks i  Kehutanan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa akan  te tap i  te rnya ta  Tergugat  da lam menerb i t kan  sura t  ob jek  

sengketa  t i dak  memper t imbangkan  kete rangan- kete rangan  dar i  Ka.  

Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua apa lag i  dar i  Penggugat  send i r i ,  

ba ik  ten tang  alasan  ket i adaan  URKT tahun  2005,  maupun ten tang  

URKT  tahun  2006  yang  te l ah  Penggugat  serahkan  tahun  2005  

semuanya  tak  diacuhkan ,  tak  d iper t imbangkan  oleh  Tergugat  dan  

oleh  karena  i t u  maka  je l as l ah  Tergugat  te l ah  melanggar  Asas  

Kecermatan  atau  Pr inc i pa l  of  Care fu lness  yang  menjad i  sa lah  

satu  s is i  asas  umum  pemer in tahan  yang  

baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM 

(PRINCIPLE  OF  LEGAL SECURITY)  SEBAGAI  INTI  DARI  ASAS UMUM 

PEMERINTAHAN YANG BAIK; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  392/Kpts - I I / 92  tangga l  

22  Apr i l  1992  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  kepada  

PT.  Kamundan  Raya  in  casu  Penggugat  kemudian  te l ah  diubah  

dengan  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  

500/Kp ts - I I / 93  tangga l  9  september  1993  ten tang  Perubahan  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  392/Kp ts - I I / 93  tangga l  22  

Apr i l  

1992  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa akan  te tap i  sura t  keputusan  objek  sengketa  t i dak  menyentuh  

sed ik i t pun  ten tang  sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

No.500/Kp ts - I I / 93  tangga l  9  september  1993  i t u  bahkan  j i k a  

dice rmat i  dengan  te l i t i  dapat  d isebu t  bahwa  Terguga t  t i dak  

mengetahu i  SK No.  500/Kp ts - I I / 93  tangga l  9 September  1993  i t u  

ha l  mana te r l i h a t  dar i  penyebutan  area l  hutan  se luas  ± 187.000  

Ha,  padaha l  luas  i t u  sudah  diubah  dengan  SK No.500/Kp ts - I I / 93  

tangga l  9  September  1993  seh ingga  menjad i  se luas  171.800  

Ha ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa oleh  karena  i t u  t imbu lah  ket i dak  past i an  hukum ten tang  SK 

No.  500/Kp ts - I I / 93   tangga l  9  September  1993  demik ian  pula  

ten tang  ket i dak  sesua ian  luas  area l  hutan  yang  disebu t  da lam 

keputusan  sura t  ob jek  sengketa  maupun  pada  SK.  Menter i  

8
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Kehutanan  No.392/Kp ts - I I / 92  tangga l  22  Apr i l  

1992; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa ket i dak  past i an  hukum in i  te r j ad i  ada lah  dalam  hal  j i k a  

sura t  keputusan  ob jek  sengke ta  benar - benar  di tu j u kan  dan  atau  

dimaksudkan  kepada  Penggugat ,  sedangkan  j i k a  di te l i t i  dar i  

s is i  tangga l  sura t  keputusan  yang  dicabu t  ya i t u  tangga l  24  

Februar i  1992,  padaha l  sura t  keputusan  Menter i  Kehutanan  

No.392/Kp ts - I I / 92  ada lah  ber tangga l  22  Apr i l  1992  la l u  t i dak  

pula  dis i nggung  ten tang  sura t - sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  No.500/Kp ts - I I / 93  tangga l  9  september  1993  maka 

sura t  keputusan  ob jek  sengke ta  bukan  d i t u j u kan  kepada  

Penggugat  atau  Sura t  Keputusan  Objek  sengke ta  menyandang  s i f a t  

NULITEIT  atau  memi l i k i  kekuatan  hukum  se jak  saat  

penerb i t annya ,  karena  sesungguhnya  t i dak  pernah  ada  Sura t  

Menter i  Kehutanan  No.392 /Kp ts - I I / 92  tangga l  24  Februar i  

1992 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG OBJEK GUGATAN MELANGGAR ASAS KESEIMBANGAN (PRINCIPAL OF 

PROPORTIONALITY) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  asas  kese imbangan  (Pr i nc i p l e  of  Propor t i o na l i t y )  yang  

merupakan  subs tans i  dar i  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  ba ik  

pada  in t i n ya  menghendak i  adanya  kese imbangan  anta ra  hukum dan  

ke la l a i an  ser ta  persamaan  per lakuan  se ja l an  dengan  kepast i an  

hukum  (R idwan,  HR.Ib i dem,  ha l  

203)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa j i k a  di te l i t i  Pasa l  128  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 tahun  

2007  ten tang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelo laan  

Hutan  ser ta  Pemanfaa tan  Hutan  maka  je l as  te r l i h a t  bahwa 

“Pencabutan  iz i n ”  ada lah  disebu t  te rakh i r  seka l i  pada  po in t  d  

sedangkan  sebe lumnya  bentuk  hukuman  adalah  a.  penghent i an  

sementa ra  pe layanan  admin is t r a s i ,  b.  penghent i an  sementara  

keg ia tan  di  lapangan  dan  c.  denda  ar t i n ya  pencabutan  iz i n  

ada lah  hukuman te rbe ra t  ; -

Bahwa j i k a  di te l i t i  dar i  Pasa l  133  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 

Tahun  2007  Tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  

Pengelo laan  ser ta  Pemanfaa tan  Hutan  yang  mengatu r  bentuk -

bentuk  perbua tan  kesa lahan  yang  te rhadapnya  di l akukan  
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pencabutan  iz i n ,  maka  ten tang  t i dak  mengajukan  URKT t i dak  

dapat  d igo longkan  atau  dib i ngka i kan  keda lam  sa lah  satu  dar i  

bentuk  daf ta r  perbua tan  i t u ,  bahkan  hampi r  se lu ruh  perbua tan  

i t u  ada lah  ten tang  kepa i l i t a n  dan  perbua tan  p idana  semisa l  

menebang  d i  hutan  l i ndung  yang  di j a t uhkan  sanks i  berupa  

pencabutan  iz i n  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa j i k a  di te l i t i  but i r - but i r  pasa l  133  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  6  Tahun  2007  Tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  

Pengelo laan  Hutan  ser ta  Pemanfaa tan  Hutan  dan  yang  te rd i r i  

dar i  huru f  a  sampai  dengan  huru f  n  atau  melakukan  perbua tan  

pidana  seh ingga  iz i n  dapat  d icabu t   dan  t i dak  satupun  secara  

tegas  menyebutkan  per iha l  t i dak  menyerahkan  URKT ; - -

Bahwa oleh  karena  i t u  SK objek  gugatan  yang  mencabut  i z i n  HPH 

Pemohon  hanya  karena  t i dak  mengajukan  URKT 2005/2006  –  Quod 

noon-  adalah  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  Asas  

Kese imbangan  (Pr i nc i p l e  Of  Propor t i o na l i t y )  seakan- akan  

mengus i r  seekor  la l a t  dengan  Water  Canon  atau  

mer iam ; - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  semua ura ian  d i  atas  je l as l ah  bahwa Tergugat  

da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  te l ah  melanggar  keten tuan  

hukum yang  ber laku  seka l i gus  melanggar  pu la  asas  asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  bahkan  objek  sengketa  menyandang  s i f a t  

NULLITEIT  seh ingga  cukup  bera lasan  Pengadi l an  menyatakannya  

bata l  atau  t i dak  sah  seka l i gus  memer in tahkan   Tergugat  

mencabut  ob jek  gugatan  ; - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  se lu ruh  ura ian - ura ian  yang  te lah  disampaikan  

Penggugat  d ia tas  maka  nyata lah  penerb i t an  Sura t  keputusan  

Tergugat  te rsebu t  sangat  merug ikan  kepent i ngan  hukum 

Penggugat ,  karena  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  ser ta  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ada,  o leh  karena  i t u  maka  gugatan  

Penggugat  te l ah  memenuhi  pasa l  53 ayat  (2 )  Undang- undang  No.  9 

Tahun  2004  ten tang  perubahan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  pasa l  67  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  5  tahun  

1986  Jo.  Undang- undang  No.9   Tahun  2004,  pada  pokonya  menyatakan  
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gugatan  t i dak  menunda  atau  menghalang i  d i l aksanakannya  Keputusan  

Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  diguga t .  Namun demik ian  

j i ka  te rdapa t  a lasan- alasan  yang  cukup  dan  adanya  suatu  keadaan  

yang  mendesak  yang  mengak iba t kan  kepent i ngan  Penggugat  sangat  

d i rug i kan  j i k a  keputusan  Tata  Usaha Negara  yang diguga t  i t u  te tap  

di l aksanakan   sebaga imana  di ten tukan  dalam pasa l  67 ayat  4 hurup  

b.  bahwa  adapun  kerug ian  yang  te lah  dia l ami  oleh  Penggugat  

sebaga i  ak iba t  dar i  penerb i t an  objek  sengketa  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - -  

Berhent i nya  keg ia tan  usaha  Penggugat  yang  notabane  merupakan  

satu - satunya  keg ia tan  usaha  Penggugat  berar t i  pu la  membubarkan  

usaha  Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemutusan  Hubungan Ker ja  karyawan Penggugat ;

Berpu luh - puluh  ala t - ala t  bera t  kepunyaan  Penggugat  t i dak  

produk t i f  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa  untuk  menghindar i  dar i  kemungk inan  kerug ian  yang  leb ih  

besar  lag i  bagi  Penggugat  seper t i ;

Perambahan  atau  pencur i an  kayu  o leh  masyaraka t  

sek i t a r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Okupas i  lahan  oleh  masyaraka t  + 171.800  Ha ; - - - - - - - - - - - - - -

Tidak  produk t i f n ya  berpu luh - pu luh  ala t  bera t  kepunyaan  Penggugat  

yang  dar i  s is i  ekonomi  sangat  merug ikan  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Terganggunya  keg ia tan  peles ta r i an  l i ngkungan  karena  te rhen t i n ya  

pemel iha raan  dan peles ta r i a n  hutan  ;  - - - - - - - - - -

Maka sesua i  dengan  pasa l  67  Undang- Undang  No.  5  tahun  1986  Jo.  

Undang- undang  No.  9 tahun  2004  maka bera lasan  hukum bag i  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  k i ranya  berkenan  

untuk  member i kan  penetapan  pendahu luan  

untuk  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menunda  pelaksanaan  atas  ob jek  sengke ta  Sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  SK.363/Men  Hut - I I / 2007  
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tangga l  30  Oktober  2007  Tentang  Pencabutan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  RI  No.392 /Kp ts - I I / 1992  tangga l  24 Pebruar i  1992 Tentang  

Pember ian  Hak Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  Kamundan Raya  sampai  

adanya  putusan  dalam perkara  in i  yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  ( Ink rach t  Van Gewi jsde )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  semua ura ian  d ia tas  mohonlah  k i ranya  Pengad i l an  

memanggi l  para  pihak  dalam suatu  pers idangan  pada suatu  har i  

yang  te lah  di ten tukan  kemudian  mengambi l  putusan  yang  

amarnya  sbb : - - - - -

DALAM PENUNDAAN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengabulkan  permohonan  penundaan  pelaksanaan  Sura t  Keputusan  yang  

dimohonkan  Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - -

Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  menunda  pelaksanaan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

SK.363 /Men  Hut- I I / 2007  tangga l  30  Oktober  2007  Tentang  

Pencabutan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  RI  No.392/Kp ts - I I / 1992  

tangga l  24  Pebruar i  1992  Tentang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  

Hutan  kepada  PT.  Kamundan  Raya,  dan  sega la  konsekwens i  hukum 

sebaga i  ak iba t  dar i  penundaan  pelaksanaan  atas  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  SK.363/Men  Hut -

I I / 2007  tangga l  30  Oktober  2007  te rsebu t  sampai  dengan  adanya  

putusan  pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  

( i nk rach t  van  gewi j sde ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ; - - - - - -

Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  SK.363/Men  Hut- I I / 2007  tangga l  30  

Oktober  2007 Tentang  Pencabutan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  RI  

No.392/Kp ts - I I / 1992  tanga l  24  Pebruar i  1992  Tentang  Pember ian  

Hak  Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  Kamundan 

Raya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  SK.363/Men  Hut - I I / 2007  

tangga l  30  Oktober  2007  Tentang  Pencabutan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  RI  No.392 /Kp ts - I I / 1992  tanga l  24  Pebruar i  1992  

Tentang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  Kamundan 

Raya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Membebankan  semua  biaya  yang  t imbu l  da lam  semua  t i ngka t  da lam 
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perkara  in i  kepada  Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  har i  s idang  yang  te lah  di ten tukan ,  untuk  Penggugat  

datang  menghadap  Kuasa  hukumnya  bernama  HAKIM TUA HARAHAP,  SH.MH.  

dan  BAMBANG NURDIANSYAH,SH.  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  

640/DK- SK/VI I / 2008  te r t angga l  9  Ju l i  

2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

untuk  Tergugat  datang  menghadap  Kuasa  hukumnya bernama SUPARDI,  

SH. ,  M.ZAENURI,  SH.  ,   berdasarkan    sura t  kuasa  khusus  nomor  

KS.6 /Menhut - I I / 2008  te r t angga l  12  Agustus  

2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  Gugatan  Penggugat  te rsebu t  Pihak  Terguga t   te l ah  

mengajukan  Jawabannya  pada  pers idangan  tangga l  27 Agustus  2008,  yang  

is i nya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .  Dalam 

Eksepsi . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

   Gugatan Penggugat  sudah kadaluwarsa

Berdasarkan  Pasa l  55  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  di ten tukan  

bahwa  gugatan  hanya  dapat  d ia jukan  dalam  tenggang  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  d ih i t ung  se jak  saat  d i te r imanya  atau  se jak  

saat  d iumumkannya.  Bahwa  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  SK.  

363/Menhut - I I / 2007  yang  menjad i  obyek  gugatan  Penggugat  

di t e rb i t k an  pada  tangga l  31  Oktober  2007  dan  te l ah  d ik i r imkan  

kepada  Penggugat  tangga l  15  Nopember  2007  (sesua i  buku  eksped is i  

sura t  yang  dicap  kanto r  pos) .  Dih i t ung  dar i  se jak  tangga l  

pember i t ahuan  Keputusan  TUN objek  gugatan  aquo,  maka  gugatan  

Penggugat  yang  d ia j ukan  pada  tangga l  9  Ju l i  2008  (a tau  kurang  

leb ih  8 bu lan)  sudah kadaluarsa .  

Dal i l  Penggugat  yang   menyatakan  bahwa  baru  mengetahu i  ob jek  

gugatan  TUN a  quo  pada  tangga l  12  Mei  2008   ada lah  dal i l  yang  

t i dak  benar  dan mengada- ada,  dengan a lasan : - - - - - - -

Berdasarkan  bukt i   peng i r iman  berupa  buku  eksped is i  yang  dicap  

oleh  kanto r  pos,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  objek  gugatan  a  

quo  te lah  dik i r imkan  kepada  Penggugat  pada  tangga l  15  Nopember  

2007.  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sampai  dengan  saat  gugatan  dia j ukan  oleh  Penggugat ,  
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Keputusan  TUN objek  gugatan  a  quo,  yang  dik i r imkan  kepada  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  pernah  kembal i  dengan  a lasan  sa lah  

alamat  atau  a lamat  t i dak  

dikena l . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka Keputusan  TUN objek  gugatan  

a  quo  sudah  d i t e r ima  Penggugat ,  dan  oleh  karenanya  dal i l  

Penggugat  yang  menyatakan  baru  mengetahu i  ob jek  gugatan  TUN a 

quo pada tangga l  12 Mei  2008  adalah  dal i l  yang  t i dak  benar  dan  

mengada- ada  seh ingga  harus  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  Pasa l  62   ayat  (1 )  huru f  e Undang- Undang  No.  5  

Tahun  1986  d i t en tukan  bahwa  Ketua  Pengad i l an  berwenang  dengan  

memutuskan  dengan  suatu  penetapan  yang  di l engkap i  dengan  

per t imbangan- per t imbangan  bahwa  gugatan  yang  dia jukan  

dinya takan  t i dak  di te r ima  atau  t i dak  berdasar ,  dalam hal  anta ra  

la i n  gugatan  dia jukan  sebe lum  waktunya  atau  lewat  

waktunya . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Atas  dasar  hal  te rsebu t ,  maka  gugatan  yang  dia jukan  Penggugat  

sudah  melewat i  tenggang  waktu  [penga juan  gugatan  atau  

kada luwarsa ,  dan  oleh  karenanya  Tergugat  mohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  PTUN Jakar ta  yang  menangan i  perkara  a.quo  untuk  menyatakan  

bahwa  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ( nie t  onvantke l i j k  

verk l aa rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  Dalam  Pokok 

Perkara; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sega la  ura ian  yang  ada  dalam  pokok  perkara  in i  secara  

mutat i s  mutand is  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dengan ura ian  dalam ekseps i  d ia tas . ; - - - - -

Bahwa Menter i  Kehutanan  mela lu i  Keputusan  Nomor  392/Kp ts - I I / 1992  

tangga l  24  Pebruar i  1992,  se lan ju t nya  disebu t  SK HPH,    te lah  

member ikan  Hak  Pengusahaan  Hutan  atas  area l  se luas  187.800  Ha 

yang  te r l e t a k  pada  Kelompok  Hutan  Sungai  Wania- Sungai  Mimika  

Prop ins i  Dat i  I  I r i an  Jaya  kepada  PT.  Kamundan  Raya,  dengan  

kewaj i ban  anta ra  

la i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Waj ib  melaksanakan  pengusahaan  hutan  dengan  kewenangan  sed i r i ,  
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mel ipu t i  keg ia tan - keg ia tan  penebangan  kayu,  penanaman 

permudaan,  dan  pemel iha raan  hutan ,  per l i ndungan  hutan  sesua i  

rencana  karya  pengusahaan  hutan  menuru t  keten tuan  perundang-

undangan  yang  ber laku  ser ta  berdasarkan  atas  ke les ta r i a n  

hutan  dan  asas  perusahaan  (Amar  Kedua  angka  2  SK 

HPH); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perusahaan  waj ib  menyusun  Rencana  Karya  Pengusahaan  berdasarkan  

has i l  penafs i r an  pot re t  udara ,  inven ta r i s as i  hutan  dan  

data / i n f o rmas i  la i n  dan  menyerahkannya  kepada  Depar temen  

Kehutanan  untuk  memper leh  pengesahan  (  angka  I I .A . 3 . b  

Lampi ran   SK 

HPH). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Pelanggaran  te rhadap  kewaj i ban  te rsebu t  akan  dikenakan  sanks i  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

(Angka  VI .2  Lampi ran  SK 

HPH); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  47  ayat  (4 )  huru f  b.3  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  34  tahun  2002  di ten tukan  bahwa  pemegang  iz i n  

pemanfaa tan  has i l  huta  kayu  ( IUPHHK)  pada  hutan  alam  waj i b  

membuat  Rencana  Ker ja  Tahunan  (RKT) ,  d ia j ukan  se lambat -

lambatnya  2  (dua)  bu lan  sebe lum  RKT  tahun  ber ja l an ,  untuk  

dia j ukan  kepada  Menter i  Kehutanan  guna  mendapat  

perse tu j uan . ; - - - - - - - - - - - - - -

Keten tuan  te rsebu t  sesua i  juga  dengan  Pasal  73 ayat  (1 )  b dan c  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  Tahun  2007  yang  menentukan  bahwa 

pemegang  IUPHHK da lam  hutan  a lam  waj ib  menyusun Rencana  Kerja  

Tahunan (RKT)  berdasarkan  Rencana  karya  Umum Pengusahaan  Hutan  

Kayu  (RKUPHK)  sebaga imana  dimaksud  huru f  a  untuk  disahkan  oleh  

Kepala  KPH atau  Pejaba t  yang  di tun j uk  oleh  Menter i  dan  waj ib  

mengajukan  RKT pa l i ng  lambat   2  (dua)  bu lan ,  sebe lum  RKT 

ber ja l an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pe langgaran  te rhadap  keten tuan  te rsebu t  d ikenakan  sanks i  

admin is t r a t i f  berupa  pencabutan  iz i n ,  sebaga imana  di t en tukan  

Pasa l  93  ayat  (2 )  huru f  c  PP No.  34  Tahun  2002  jo  Pasal  133  

huru f  c  PP  No.  6  Tahun  

2007. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 15 dar i  41 Putusan  No.93 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasakan  has i l  moni to r i n g  perkembangan  Rencana  Ker ja  

Tahunan  Pengusahaan  Hutan  di  Depar temen  Kehutanan ,  te rnya ta  PT.  

Kamundan  Raya/Penggugat  t i dak  menyusun  dan   menyerahkan  Usulan  

Rencana  Ker ja  Tahunan  (URKT)  Tahun  2005  dan  2006,  sebaga imana  

yang  diwa j i bkan  dalam  SK  HPH-nya  maupun  oleh  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  34  Tahun  2002  jo  No.  6  Tahun  

2007; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sebaga i  t i ndak  lan ju t  angka  3  ( t i ga ) ,  Menter i  Kehutanan  

dengan  sura t  Nomor  S.417/Menhut - VI /BPHA/2006  tangga l  17  Mei  

2006,  Nomor  S.612/Menhut - VI /BPHA/2006  tangga l  24 Ju l i  2006,  dan  

Nomor  S.646/Menhut - VI /BPHA/2006  tangga l  15 September  2006  te l ah  

member ikan  Per inga tan  I ,  Per inga tan  I I ,  dan  Per inga tan  I I I  

kepada  PT.  Kamundan  Raya,  namun  sampai  batas  waktu  yang  

di t en tukan  Penggugat  t i dak  memenuhi  kewaj i bannya  sesua i  

substans i  da lam  per inga tan  

dimaksud; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Sesua i  sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prov ins i  Papua No.  522.1 /1261  

tangga l  10  Oktober  2006  disampaikan  bahwa  PT.  Kamundan  Raya 

Tidak  pernah  melaksanakan  keg ia tan  di  lapangan  

(s tagnas i ) . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sesua i  Pasal  133  huru f  c  dan Pasa l  134  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  6  Tahun  2007,  pe langgaran  yang  di l akukan  PT.  Kamundan  

Raya,  dapat  d ikenakan  sanks i  admin i s t r a t i f  berupa  pencabutan  

iz i n  HPH/IUPHHK  da lam  Hutan  Alam- nya,  sete lah  kepada  yang  

bersangku tan  diberkan  per i nga tan  sebanyak  3  ( t i g a )  

ka l i . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  maka  Tergugat  

menerb i t kan  Keputusan  Nomor  SK.363/Menhut - I I / 2007  ten tang  

Pencabutan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  392/Kp ts - I I / 1992  

tangga l  24  Pebruar i  1992  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  

Hutan  kepada  PT.  Kamundan 

Raya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan demik ian  penerb i t an  Keputusan  TUN objek  gugatan  a quo sudah  

sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku  

dan  t i dak  melanggar  Azas- azas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  dan  

oleh  karenanya  mohon kepada  Maje l i s  Hakim  yang  menangani  gugatan  
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TUN a.quo  untuk  menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya .

Terhadap  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  secara  kese lu ruhan  Tergugat  

dengan  tegas  menyatakan  menolak ,  dan  te rhadap  beberapa  dal i l  yang  

pent i ng  akan  Tergugat  tanggap i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  pada  angka  I   ha laman  3  memor i  gugatan  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  obyek  gugatan  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundangan- undangan  yang  ber laku  adalah  dal i l  yang  t i dak  

benar ,  dengan  alasan ;

Berdasarkan  Pasa l  73  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6 tahun  

2007  di ten tukan  bahwa  pemegang  HPH/IUPHHK dalam  Hutan  Alam 

waj ib  menyusun  Rencana  Ker ja  Tahunan  (RKT)  berdasarkan  

RKUPHHK sebaga imana  dimaksud  pada huru f  a untuk  disahkan  oleh  

Kepala  KPH  atau  Pejaba t  yang  di tun j uk  oleh  

Menter i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Apabi l a  te rnya ta  pemegang  HPH/IUPHHK dalam  Hutan  Alam  t i dak  

dapat  memenuhi  kewaj i bannya  te rsebu t ,  maka d ikenakan  sanks i  

admin is t r a t i f  berupa  pencabutan  i j i n  sesua i  Pasa l  133 huru f  c  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  tahun  

2007; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  sesua i  Pasa l  134  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

6  tahun  2007  di ten tukan  bahwa  untuk  member ikan  kesempatan  

kepada  pemegang  HPH/IUPHHK da lam  Hutan  Alam  melaksanakan  

kewaj i bannya ,  sebe lum  i j i n  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  

133  dicabu t ,  te r l eb i h  dahu lu  diber i kan  per inga tan  te r t u l i s  

pa l i ng  banyak  3  ( t i g a )  ka l i  secara  

beru ru tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Atas  dasar  hal  te r sebu t  d ia tas ,  maka penerb i t an  Keputusan  TUN 

obyek  gugatan  a  quo  yang  ber i s i  pencabutan  i j i n  HPH/IUPHHK 

dalam  Hutan  Alam atas  nama PT.  Kamundan  Raya  dengan  alasan  

t i dak  menyerahkan  URKT tahun  2005,  2006 yang  didahulu i  dengan 

per ingatan  sebanyak  3 ( t iga )  kal i  ya i t u  masing- masing  dengan  

sura t  Nomor  S.417/Menhut - VI /BPHA/2006  tangga l  17  Mei  2006,  

Nomor  S.612/Menhut - VI /BPHA/2006  tangga l  24  Ju l i  2006,  dan  

Nomor  S.646/Menhut - VI /BPHA/2006  tangga l  15  September  2006  
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t i dak  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa per inga tan  yang  

di l akukan  te rsebu t  melanggar  tenggang  waktu  30  har i  

sebaga imana di ten tukan  da lam Pasal  134 ada lah  t i dak  benar  dan  

menyesatkan ,  karena  maksud  dibe r i k annya  per inga tan  te rsebu t  

ada lah  untuk  member ikan  kesempatan  bag i  pemegang  Iz i n  

( IUPHHK)  untuk  melaksanakan  kewaj i bannya .  Dengan  tenggang  

waktu  leb ih  dar i  30  har i  dar i  per inga tan  I  ke  per inga tan  I I  

dan dar i  per inga tan  I I  ke  per inga tan  I I I  te r sebu t  d imaksudkan  

agar  Penggugat  punya  waktu  yang  cukup  untuk  memenuhi  

kewaj i bannya ,  sebaga imana  dalam  sura t  per inga tan .  Meskipun  

te lah  dibe r i kan  waktu  yang  cukup  ya i t u  per inga tan  3  ( t i ga )  

ka l i  dengan  tenggang  waktu  masing- masing  leb ih  dar i  30 har i ,  

te tap i  kenya taannya  Penggugat  te tap  sa ja  t i dak  dapat  memenuhi  

kewaj i bannya ,  seh ingga  ada lah  patu t  secara  hukum  j i ka  

kemudian  kepada  Penggugat  d ikenakan  sanks i  admin is t r a t i f  

berupa  pencabutan  iz i n .  Dengan  demik ian  per inga tan  yang  

di l akukan  kepada  Penggugat  te rsebu t  t i dak  melanggar  Pasa l  134  

PP No.  6 Tahun  2007,  seh ingga  dal i l  Penggugat  te rsebu t  harus  

di t o l a k . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa Tergugat  te l ah  melanggar  

pr ins i p  re t r oak t i f  ada lah  dal i l  yang  t i dak  berdasar  dan  

menunjukkan  bahwa Penggugat  t i dak  memahami  apa  yang  d imaksud  

pr ins i p  re t r oak t i f  te rsebu t .  sebaga imana  dike tahu i  bahwa 

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  tahun  2007  ber laku  se jak  tangga l  

d iundangkan  ya i t u  tangga l  8  Januar i  2007,  sedangkan  

penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  di t e r t b i t k an  

tangga l  31 Oktober  2007  atau  kurang  leb ih  10 (sepu luh )  bu lan  

sete lah  ber lakunya  PP No.  6  Tahun  2007  te rsebu t  dan  dengan  

demik ian  penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  t i dak  

melanggar  asas  re t r oak t i f .  Dengan  demik ian  da l i l  Penggugat  

te rsebu t  harus  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  obyek  gugatan  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

te rsebu t  ada lah  t i dak  benar ,  seh ingga  da l i l  te rsebu t  harus  
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di t o l a k . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.Terhadap  da l i l  Penggugat   angka  I I  ha laman  4  yang  menyatakan  

obyek  gugatan  TUN a  quo  bern i l a i  nu i l l i t e i t  (hampa)  adalah  

dal i l  yang  t i dak  benar  dan  menyesatkan ,  dengan  

alasan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Sesua i  dengan  data  yang  ada  pada  Depar temen  Kehutanan ,  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  392/Kp ts - I I / 1992  ten tang  

Pember ian  HPH kepada  PT.  Kamundan  Raya  d i t e rb i t k an  pada  

tangga l  24  Pebruar i  1992,  bukan  tangga l  22  Pebruar i  1992  

sebaga imana  yang  dida l i l k a n  oleh  Penggugat  da lam 

gugatannya . ; - - - - -

Bahwa  da lam  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  SK.363/Menhut -

I I / 2007  tangga l  31 Oktober  2007 secara  je l as  disebu tkan  bahwa 

yang  dicabu t  ada lah  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  392/Kp ts -

I I / 1992  tangga l  24 Pebruar i  1992 ten tang  Pember ian  HPH kepada  

PT.  Kamundan 

Raya. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  TUN obyek  gugatan  a  quo  te rsebu t  je l as  dimaksudkan  

untuk  mencabut  pember ian  HPH atas  nama  Penggugat  sebaga i  

sanks i  te rhadap  t i dak  dipenuh inya  kewaj i ban  berupa  penyerahan  

URKT  tahun  2005  dan 

2006; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  sura t  Keputusan  TUN obyek  sengketa  a quo  t i dak  

bern i l a i  nu i l l i t e i t  (hampa) ,  te tap i  je l as  dan  tegas  di tu j u kan  

kepada  Penggugat .  Sehingga  dal i l  Penggugat  harus  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

12.  Dal i l  Penggugat  pada  angka  I I I  ha laman  5  yang  menyatakan  obyek  

gugatan  TUN a quo  ber ten tangan  dengan  azas  kecermatan  (p r i n c i p l e  

of  care fu l ness )  adalah  dal i l  yang  t i dak  benar ,  dengan  

alasan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sebe lum  menerb i t kan  Keputusan  TUN gugatan  a  quo  Tergugat  

sudah  melakukan  moni to r i ng  te rhadap  perkembangan  Rencana  

Ker ja  Tahunan  (RKT)  atas  nama  Penggugat  dan  te rnya ta  

Penggugat  t i dak  menyusun  dan  menyerahkan  URKT tahun  2005  dan  

2006. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
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Disamping  i t u  berdasarkan  sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prov ins i  

Papua  No.  522.1 /12661  tangga l  10  Oktober  2006  disampaikan  

bahwa  se lama  in i  PT.  Kamundan  Raya  t i dak  melaksanakan  

keg ia tan  operas iona l  d i  lapangan  

(s tagnas i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disamping  i t u  penerb i t k an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  

juga  te lah  didasarkan  pada  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ya i t u  Pasa l  73 ayat  (1 )  b dan  c,  Pasa l  

133  huruc  c  dan  Pasa l  134  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  tahun  

2007.  bahwa penganaan  sanks i  pencabutan  te rsebu t  sudah  sesua i  

dengan  t i ngka t  pe langgaran  yang  di l akukan  oleh  

Penggugat . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  sebe lum  menerb i t kan  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo ,  

Penggugat  te l ah  d ibe r i kan  per inga tan  sebanyak  3  ( t i g a )  ka l i  

masing- masing  dengan  sura t  Nomor  S.417 /Menhut - VI /BPHA/2006  

tangga l  17  Mei  2006,  Nomor  S.612/Menhut - VI /BPHA/2006  tangga l  

24  Ju l i  2006,  dan  Nomor  S.646/Menhut - VI /BPHA/2006  tangga l  15  

September  2006,  sebenarnya  cukup  waktu  bag i  Penggugat  untuk  

dapat  memenuhi  kewaj i bannya . ; -

Bahwa  meskipun  te lah  diber i kan  per inga tan  sebanyak  3  ( t i ga )  

ka l i  sesua i  keten tuan  pera tu ran  perundangan  yang  ber laku ,  

Penggugat  te tap  t i dak  dapat  memenuhi  kewaj i bannya ,  seh ingga  

Tergugat  menerb i t kan  Keputusan  TUN  gugatan  a  quo  yang  

mencabut  i j i n  HPH/IUPHHK  dalam  Hutan  Alam  atas  nama 

Penggugat . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

    Dengan demik ian  penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a quo  

t i dak  ber ten tangan  dengan  asas  kecermatan ,  seh ingga  da l i l  Penggugat  

harus  di to l ak . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  pada  angka  IV  halaman  6  yang  menyatakan  bahwa 

penerb i t an  obyek  sengketa  melanggar  asas  kepas t i an  hukum ada lah  

dal i l  yang  t i dak  benar ,  dengan  a lasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  penerb i t an  Keputusan  TUN a  quo  adalah  jus t r u  untu i k  

member ikan  kepas t i an  hukum  te rhadap  keberadaan  i j i n  

IUPHHK/HPH Penggugat  yang  te lah  melanggar  keten tuan  Pasal  73 

ayat  (1 )  huru f  b Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  tahun  2007  yang  
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berdasarkan  Pasa l  133  dikenakan  sanks i  admin is t r a t i f  berupa  

pencabutan  i j i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  meskipun  Keputusan  TUN  obyek  gugatan  a  quo  t i dak  

menyebut - nyebut  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  500/Kp ts -

I I / 1993  tangga l  9 September  1993  ten tang  perubahan  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  No.  392/Kp ts - I I / 1992  tangga l  24  Apr i l  

1992,  maka dengan  dicabu tnya  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  

392/Kpts - I I / 1992  tangga l  24  Apr i l  1992  te rsebu t  secara  

otomat i s  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  500/Kp ts - I I / 1993  

tangga l  9 September  1993  menjad i  bata l . ; - - - - - - -

Dengan  demik ian  Keputusan  TUN  obyek  gugatan  a  quo  t i dak  

melanggar  asas  kepas t i an  hukum,  seh ingga  da l i l  Penggugat  harus  

di to l ak . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  pada  angka  V halaman  6  dan  7  yang  menyatakan  obyek  

gugatan  melanggar  asas  kese imbangan  (pr i n c i pa l  of  

propor t i o na l i t y )  ada lah  dal i l  yang  t i dak  benar ,  dengan  

alasan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sanks i  yang  dikenakan  Penggugat  ada lah  sesua i  dengan  

t i ngka t  kesa lahan  yang  di l akukan  o leh  Penggugat  

send i r i . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  133  huru f  c  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  6 Tahun 2007 d i t en tukan  bahwa bag i  set i ap  pemegang IUPHHK 

dalam  Hutan  Alam/HPH  yang  melakukan  pe langgaran  te rhadap  

keten tuan  Pasal  73 ayat  (1 )  huru f  b Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

6 tahun  2007 dikenakan  sanks i  admin i s t r a t i f  berupa  pencabutan  

i j i n . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa keten tuan  pengenaan  sanks i  te r sebu t ,  t i dak  hanya  ber laku  

bag i  Penggugat  sa ja  te tap i  juga  ber laku  untuk  pemegang IUPHHK 

dalam  Hutan  Alam/HPH yang  melakukan  pe langgaran  yang  sama,  

t i dak  d isk r im ina t i f  hanya  kepada  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a  quo  je l as  t i dak  

melanggar  asas  kese imbangan,  seh ingga  dal i l  Penggugat  te rsebu t  

d i  atas  harus  d i t o l a k . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dar i  sega la  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  je l as  bahwa  dal i l - da l i l  

yang  disampaikan  Penggugat  da lam memor i  gugatannya  te rsebu t ,  sangat  

t i dak  bera lasan  seh ingga  harus  d i t o l a k . ; - - - - - - - - - - - -
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I I I .  Dalam Penundaan.

Terhadap  Penetapan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  No.  

93/G/2008 /PTUN- JKT tangga l  12  Agustus  2008  yang  ber i s i  penundaan  

te rhadap  pelaksanaan  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a  quo,  kami  

Tergugat  menyatakan  kebera tan  dengan  alasan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sesua i  dengan  Pasa l  67  ayat  (4 )  Undang- Undang  No.  5 Tahun  

1986  di ten tukan  bahwa  permohonan  penundaan  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (2 )  d ikabu l kan  hanya  apab i l a  te rdapa t  keadaan  

yang  sangat  mendesak  yang  mengak iba t kan  kepent i ngan  Penggugat  

sangat  d i rug i kan  j i ka  keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  diguga t  

te rsebu t  te tap  di l aksanakan . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa baik  da lam memor i  gugatan  maupun dalam Penetapan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  te rsebu t  d i  atas ,  t i dak  pernah  

dibe r i kan  alasan  hukum yang  spes i f i k  mengenai  kerug ian  apa  

yang  menyebabkan  adanya  kepent i ngan  yang  sangat  mendesak  pada  

di r i  

Penggugat . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa berdasarkan  petun juk  Mahkamah Agung RI ,  Maje l i s  Hakim yang  

memer iksa  sengketa  ta ta  usaha  negara  harus  berha t i - hat i  dan  

se lek t i f  da lam  member i kan  penetapan  te rhadap  permohonan  

penundaan  te rhadap  pelaksanaan  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a 

quo. ; - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka  Maje l i s  Hakim  te l ah  

t i dak  cermat  dan  hat i - hat i  da lam  menerb i t an  Penetapan  PTUN 

Jakar ta  No.  93/G/2008 /PTUN- JKT tangga l  12 Agustus  2007,  dengan  

alasan  t i dak  te rdapa t  kepent i ngan  yang  mendesak  pada  di r i  

Penggugat  sebaga imana  dimaksud  Pasal  67  Undang- Undang  No.  5 

tahun  

1986. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  Penetapan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  No.  93/G/2008 /PTUN.JKT  tangga l  12  

Agustus  2008  te rsebu t  harus  
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dicabu t . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

 Berdasarkan  sega la  ura ian  ba ik  da lam  ekseps i ,  da lam  pokok  

perkara  maupun  da lam  penundaan  te rsebu t  d i  atas ,  se lan ju t nya  

Tergugat  mohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  menangani  perkara  a.quo  

untuk  memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutuskan  sengketa  ta ta  usaha  

negara  in  l i t i s ,  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi  :

Mener ima  ekseps i  Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  t i dak  memenuhi  kua l i f i k a s i  

sebaga i  gugatan  dan  t i dak  berdasar  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Dalam Penundaan :

Membata lkan  Penetapan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  No.  

93/G/2008 /PTUN.JKT  tangga l  12  Agustus  

2008. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara:

Menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara ; - -

Bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  Pihak  Penggugat  te l ah  

mengajukan   Repl i k   pada pers idangan  tangga l   10 September  2008,  dan  

atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t ,  p ihak  Tergugat   mengajukan  Dupl i k  

pada  pers idangan  tangga l    17  September  2008,  se lengkapnya  Repl i k  

dan  Dupl i k  te r sebu t  sebaga imana  te rmuat  da lam    Ber i t a  Acara  

Pers idangan  yang  merupakan  bag ian  t i dak  te rp i sahkan  da lam  putusan  

in i  ;  - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatan ,  Penggugat  te l ah  

mengajukan   bukt i   berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  

metera i  cukup   dan  te l ah  disesua i kan  dengan  as l i nya  seh ingga  dapat  

d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah,  ser ta  dibe r i  tanda  P- 1  s/d  

P- 12,  ada lah  sebaga i   ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bukt i  P – 1 : Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  392/Kp ts -

I I / 92  tangga l  22  Apr i l  1992  ten tang  Pember ian  Hak 

Pengusahaan  Hutan  Kepada  PT.Kamundan  Raya  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

2.Buk t i  P – 2 : Sal i nan  as l i  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

No.500/Kp ts - I I / 93    tangga l     9    September  1993  

ten tang     Perubahan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  

392/Kpts - I I / 92  tangga l  22  Apr i l  1992  ten tang  Pember ian  

Hak  Pengusahaan  Hutan  Kepda  PT.  Kamundan  Raya  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan  

Sal i nan ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

3.Buk t i  P – 3 : Sura t  PT.  Kamundan  Raya  No.  11/KR- UM/X/2004  

tangga l  23  Oktober  2004  per iha l  Permohonan  Peni l a i an  

dan  Pengesahan  URKT Tahun  2005  atas  nama PT.  Kamundan  

Raya  yang  d i t u j u kan  kepada  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Prop ins i  Papua,  yang  te lah  di te r ima  secara  resmi  oleh  

Pegawai  Dinas  Kehutanan  Prov ins i  Papua pada  tangga l  30  

Nopember  2004 ( fo t o  copy  sesua i  dengan Asl i nya ) ; - - - - - - -

4.Buk t i  P – 4 : Sura t  PT.  Kamundan  Raya  Nomor  :  01/KR-

UM/I I I / 2 006 tangga l  18  Maret  2006  per iha l  Permohonan  

Peni l a i an  dan Pengesahan  dan Pengesahan  URKT tahun  2006  

atas  nama  PT.  Kamundan  Raya  yang  d i t u j u kan  kepada  

Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Paua,  yang  te l ah  

di te r ima  pada  tangga l  21  Maret  2006  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bukt i  P – 5 : Sal i nan  as l i  Sura t  Dinas  Prop ins i  Papua nomor  

522.1 /1261  tangga l  10  Oktober  2006  per iha l  kete rangan  

PT.  Kamundan  Raya  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

Sal i nan ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 Bukt i  P – 6 : Sura t  Dinas  dan  Perkebunan  Kabupaten  Mimika  

Prop ins i  Papua  Nomor:  522/249 .A  bulan  Nopember  2005,  

per i ha l  Hasi l  Peni l a i an  Buku UBKU PPHK pada  Hutan  a lam 

tahun  2006  atas  nama PT.  Kamundan Raya,  yang  di tu j ukan  

kepada  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua ( fo t o  copy  

sesua i  dengan  
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Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

7.  Bukt i  P – 7 : Sura t  PT.  Kamundan  Raya  Nomor  :02 /KR-

UM/X/2006  tangga l  19  Oktober  2006  per iha l  Permohonan  

Peni l a i an  dan  Pengesahan  URKT tahun  2007  atas  nama PT.  

Kamundan  raya ,  yang  d i t u j u kan  kepada  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Papua,  yang  te l ah  di te r ima  secara  

resmi  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua  pada  tangga l  20  

Oktober  2006  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.Buk t i  P – 8 : Sura t  PT.  Kamundan  Raya  Nomor:  03/KR- UM/XI I / 2006  

tangga l  7  Desember  2006  per i ha l  Penyamapaian  

Kelengkapan  URKT UPHHK    tahun  2007  atas    nama PT.  

Kamundan  Raya  yang  di tu j ukan  kepada  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Papua  yang  te l ah  d i t e r ima  secara  

resmi  oleh  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  papua  pada  tangga l  

12  Desember  2006  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.Buk t i  P – 9 : 1  (sa tu )  set  fo to  copy  lembar  dispos i s i  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Papua  yang  menerangkan  te l ah  

di te r imanya  sura t  obyek  sengketa  o leh  dinas  Kehutanan  

Prop ins i  papua  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.Buk t i  P – 10 : Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  R. I  Nomor :  

SK.363/Men  Hut- I I / 2007  tangga l  30  Oktober  2007  ten tang  

pencabutan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  R. I  No.  

392/Kpts - I I / 1992  tangga l  24  Pebruar i  1992  ten tang  

pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  Kamundan 

Raya;  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.Buk t i  P – 11 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6 Tahun 2007 ten tang  

ta ta  Hutan  dan   Penyusunan    Perencanaan    Pengelo laan  

Hutan  ser ta  pemanfaa tan  Hutan ;  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; -

12.Buk t i  P – 12 : Hukum Admin is t r a s i  Negara  ,  Ridwan  HR,  UI I  

Pres  Yogyakar t a ,  Tahun  2002  halaman 202  dan  204;  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  bantahannya ,  Tergugat  te l ah  

mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  
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metera i  cukup  dan  te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya  seh ingga  dapat  

d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah,  ser ta  dibe r i  tanda  T- 1 s/d  T-

14,  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bukt i  T – 1 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.392 /Kp ts -

I I / 992  tangga l  24  Februar i  1992  ten tang  pember ian  HPH 

kepada  PT.  Kamundan  Raya; (  Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bukt i  T – 2 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.  34  Tahun  2002  

ten tang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Penge lo laan  

Hutan ,  Pemanfaatan  Hutan  dan Penggunaan  Kawasan Hutan ; (  

Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Bukt i  T – 3 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.6  Tahun  2007  ten tang  

Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelo laan  Hutan ,  

ser ta  Pemanfaa tan  Hutan; (  Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i  T – 4 : Sura t  Menter i  Kehutanan  No.  S.417 /Menhut -

VI /BPHA/2006  tangga l  17  Mei  2006  Per iha l  Per inga tan  

I ( f o t o  copy  sesua i  dengan Asl i nya ) ; -

5.  Bukt i  T – 5 : Sura t  Di rek tu r  PT.  Kamundan  Raya  No.  

12/DIR/KR/VI / 2006  tangga l  14  Jun i  2006  per iha l  

tanggapan  per inga tan  I  ; (  Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bukt i  T – 6 : Sura t  Menter i  Kehutanan  No  .S .612 /Menhut -

VI /BPHA/2006  tangga l  24 Ju l i  2006 per i ha l  Per inga tan  I I  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

7.  Bukt i  T – 7 : Sura t  Menter i  Kehutanan  No.  S.646 /Menhut -

VI /BPHA/2006  tangga l  15  September  2006  per iha l  

per i nga tan  I I I     (  fo to  copy  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  Bukt i  T – 8 : Sura t  Di rek tu r  PT.Kamundan  Raya  No.  

15/DIR/KR/X/2006  tangga l  18  Oktober  2006  per iha l  

tanggapan  Per inga tan  I I I  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i  T – 9 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prov ins i  Papua  
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No.  522.1 /1261  tangga l  10  Oktober  2006;  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.Buk t i  T – 10: Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prov ins i  Papua  

No.  522.1 /1018  tangga l  29  Agustus  2006  ; (  Foto  copy  

dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.Buk t i  T – 11: Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prov ins i  Papua  

No.  522.1 /1291  tangga l  13  Oktober  2006  (  Foto  copy  

sesua i  dengan Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.Buk t i  T – 12 :  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.SK.363 /Kp ts -

I I / 1992  tangga l  24  Pebruar i  1992;  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan Asl i nya ) ; - - - - - - - - -

13.Buk t i  T – 13: Buku  Eksped is i  Pengi r iman  Sura t  Tahun  2007  

( fo t o  copy  sesua i  dengan Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 .Buk t i  T–14: Sura t  Pernya taan  Tokoh  masyaraka t ,  Tokoh  

Adat ,  Kepala  Suku  d i  Kokonao  Dis t r i k  Mimika  Bara t  

tangga l  11  Apr i l  2007  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa dalam pers idangan  perkara  in i   Penggugat  te lah  mengajukan  

1 (sa tu )  orang  saks i  d ibawah sumpah  bernama : - - - - -

KARMA ATMAJA,  SH. ,  tempat / t angga l  lah i r  :  Banja rmas in  7  Agustus  

1965,  jen i s  ke lamin  lak i - lak i ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Agama Is l am,  Peker j aan  Swasta ,  bera lamat  

di  Komplek  jaya  asr i  Blok  ag  10,  RT 07,  RW IX ,  

Kelu rahan  Ent rop ,D i s t r i k  Ja- Sel ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

         menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Saks i  ada lah  sa lah  satu  pegawai  Penggugat ; - - - - - - - - -

Bahwa  saks i  yang  mener ima  sura t  Keputusan  obyek  sengketa  pada  

tangga l  12 Mei  2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  saks i  menerangkan  sete lah  mener ima  sura t  keputusan  obyek  

sengketa ,  saks i  melaporkan  ke  jaka r t a  secara  

l i san ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa saks i  beker j a  di  kanto r  cabang  papua; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa saks i  waktu  mener ima  Sura t  Keputusan  Obyek sengketa  te rsebu t  
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t i dak  ada tanda  te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  pers idangan  in i  p ihak  Tergugat  t i dak  mengajukan  

saks i ,  walaupun  kesempatan  yang  cukup  untuk  te l ah  dibe r i  o leh  

Pengad i l an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  akh i rnya  kedua  belah  p ihak  yang  berperka ra      te l ah  

dibe r i  kesempatan      untuk     mengajukan  Kesimpulan ,  maka Penggugat  

t i dak  mengajukan   Kesimpulannya  dan  Tergugat    mengajukan  

Kesimpulannya  pada  tangga l  5  Nopember  2008  dan  untuk  mempers ingka t  

ura ian  putusan  in i  maka  is i  se lengkapnya  dar i  Kes impulan  te rsebu t  

cukup  di tun j uk  pada  Ber i t a  Acara  pers idangan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  memperhat i kan  sega la  sesuatu  yang   te r j ad i  da lam 

pers idangan  se lama  pemer iksaan  perkara  in i  ber langsung  sebaga imana  

te lah  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Ber i t a  

Acara  Pers idangan ,  dianggap  te l ah  masuk  dan  merupakan  satu  kesatuan  

dalam putusan  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se lan ju t nya  para  pihak  menerangkan  bahwa  mereka   t i dak  

mengajukan  suatu  apa lag i  dan mereka  mohon putusan  ;  - - - -

Bahwa sega la  yang  te r j ad i  d i  pers idangan  dan te l ah  te rmuat  da lam 

Ber i t a  Acara  ada lah  merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

putusan  in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  ada lah  

sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduknya  perkara  te rsebu t  

d ia tas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI.

Menimbang,  bahwa  meskipun  perbedaan  tangga l  te rb i t  keputusan  

obyek  sengketa  t i dak  diekseps i  Tergugat  namun  Maje l i s  Hakim 

memandang  per lu  untuk  mempert imbangkan  perbedaan   tangga l  te rb i t  

Sura t  Keputusan  obyek  sengketa   te rsebu t  d imana  da lam dal i l  gugatan  

dan  pet i t um  Penggugat  maupun  bukt i  P- 10  adalah  te rb i t  tangga l  30  

Oktober  2007,  namun dalam  dal i l  Tergugat  maupun  bukt i  T- 12  adalah  

tangga l  31  Oktober  

2007; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam bukt i  P- 10 dia jukan  dar i  sura t  fo to  copy  

sedangkan  bukt i  T- 12  dar i  Asl i ,  karenanya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempedomani  tangga l  te rb i t  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  sesua i  

pada  bukt i  T- 12  dan  pu la   secara  ke lembagaan  Sura t  Keputusan  obyek  

sengketa  di te rb i t k an  oleh  Tergugat ; - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  yang  merupakan  Sura t  Keputusan  

obyek  sengketa  ada lah  te rb i t  tangga l  31  Oktober  2007  sesua i  da l i l  

Tergugat  dan bukt i  Tergugat  v ide  bukt i  T- 12; - - - - -  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat ,  Tergugat  te l ah  

mengajukan  ekseps i  yang  pada  in t i n ya  bahwa  gugatan  Penggugat  

kada lua rsa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  ekseps i  Tergugat  Maje l i s  akan  

mempert imbangkannya,  sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l  Tergugat  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  SK.363/Menhut - I I / 2007  

yang  menjad i  obyek  gugatan  Penggugat  di te rb i t k an  pada  tangga l  31  

Oktober  2007  dan  te lah  d ik i r imkan  kepada  Penggugat  tangga l  15  

November  2007 (  sesua i  buku  eksped is i  sura t  yang  dicap  kanto r  pos  ) .  

Dih i t ung  dar i  se jak  tangga l  pember i t ahuan  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  obyek  gugatan  a  quo,  maka  gugatan  Penggugat  yang  d ia jukan  

pada  tangga l  9  Ju l i  2008  (  atau  kurang  leb ih  8  bu lan  )  sudah  

kada lua rsa .  Dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa  baru  mengetahu i  

obyek  gugatan  Tata  Usaha  Negara  a  quo  pada  tangga l  12  Mei  2008  

ada lah  dal i l  yang  t i dak  benar  dan  mengada- ada,  dengan  

alasan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  bukt i  peng i r iman  berupa  buku  eksped is i  yang  dicap  

oleh  kanto r  pos,  Keputusan  Tata  Usaha Negara  obyek  gugatan  a  

quo  te l ah  dik i r imkan  kepada  Penggugat  pada  tangga l  15  

November  2007; - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sampai  dengan  gugatan  dia j ukan  oleh  Penggugat ,  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  Obyek  gugatan  a quo  yang  d ik i r imkan  kepada  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  pernah  kembal i  dengan  a las  an sa lah  

alamat  atau  a lamat  t i dak  

dikena l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  Pasa l  62  ayat  (1 )  huru f  e Undang- Undang  No 5  

Tahun 1986 d i t en tukan  bahwa Ketua  Pengad i l an  berwenang  dengan  

memutuskan  dengan  suatu  penetapan  yang  di l engkap i  dengan  
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per t imbangan- per t imbangan  bahwa  gugatan  yang  dia jukan  

dinya takan  t i dak  di te r ima  atau  t i dak  berdasar ,  dalam ha l  in i  

gugatan  dia jukan  sebe lum  waktunya  atau  lewat  

waktunya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Atas  dasar  te rsebu t ,  maka gugatan  yang  dia j ukan  Penggugat  sudah  

melewat i  tenggang  waktu  penga juan  gugatan  atau  kada lua rsa ,  dan  oleh  

karenanya  Terguga t  mohon kepada  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  untuk  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  (  n ie t  onvanke l i j k  

verk l aa rd  ) . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  hal  te rsebu t  d ia tas  te l ah  d isanggah  o leh  

Penggugat  yang  pada  pokoknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  te l ah  

lewat  waktu  karena  fak tanya  Penggugat  t i dak  pernah  seka l i pun  

mener ima  obyek  sengketa  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  SK 

363/Men- Hut - I I / 2007  tangga l  31  Oktober  2007  ba ik  secara  langsung  

dar i  Tergugat  maupun  mela lu i  peng i r iman  pos  karena  fak ta  Penggugat  

mempero leh  sura t  keputusan  obyek  sengketa  sebenarnya  ada lah  mela lu i  

pegawai  Penggugat  yang  datang  ke  Kanto r  Kehutanan  Prop ins i  Papua,  

yang  pada  saat  i t u  ber temu  dengan  sta f  d inas  kehutanan  pada  tangga l  

12  Mei  

2008 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te r l epas  dar i  sanggahan  Penggugat  mengenai  

jawaban  ekseps i  Tergugat ,  Maje l i s  akan  memper t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  di j ad i kan  obyek  sengke ta  dalam  gugatan  Penggugat  

ada lah  Sura t  Keputusan  Tergugat  berupa  Sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  No SK.363 /MENHUT–I I / 2007  tangga l  31  Oktober  2007  ten tang  

Pencabutan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  392/Kp ts  –I I / 1992  

tangga l  24  feb rua r i  1992  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  

kepada  PT.  Kamundan  Raya  (v i de  Bukt i  T- 12)  dan  di te r ima  Penggugat  

pada  saat  Pegawai  Penggugat  datang  kepada  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  

Papua,  seh ingga  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  bahwa  dal i l  Tergugat  

yang  menyatakan   berdasarkan  bukt i  pengi r iman  berupa  eksped is i  yang  

dicap  oleh  Kantor  Pos dan  keputusan  Tata  Usaha  Negara  obyek  gugatan  

yang  dik i r im  kepada  Penggugat   t i dak   pernah  kembal i  t i dak  dapat  

d i j ad i kan  a lasan  pembenar  bahwa Penggugat  sudah  mengetahu i  Keputusan  
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Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  fak ta  pembenar  ada lah  pada  

saat  Pegawai  Penggugat  datang  menghadap  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  

Papua pada  tangga l  12 Mei  2008,  begi t u  juga  jawaban  ekseps i  Tergugat  

yang  menyatakan  berdasarkan  pasa l  62  ayat  (1 )  huru f  e  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  Ketua  Pengad i l an  berwenang  dengan  memutuskan  

dengan  suatu  penetapan  yang  di l engkap i  per t imbangan- per t imbangan  

bahwa  gugatan  yang  d ia j ukan  t i dak  di te r ima  atau  t i dak  berdasar ,  

da lam  hal  anta ra  la i n  gugatan  dia jukan  sebe lum  waktunya  atau  lewat  

waktunya  adalah  t i dak  berdasarkan  hukum dengan  alasan  bahwa  pasa l  

te rsebu t  d i t e rapkan  pada  saat  proses  d ismissa l ,  sedangkan  perkara  a  

quo  sudah  di te t apkan  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara .  Dengan  demik ian  dal i l  

ekseps i  Terguga t  yang  menyatakan  gugatan  Penggugat  sudah  kada lua rsa  

ada lah  t i dak  berdasarkan  hukum  dan  harus  dinya takan  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  di to l aknya  ekseps i  Tergugat ,  maka 

se lan ju t nya  Maje l i s  akan  memper t imbangkan  dalam  pokok  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  gugatan  Penggugat  ada lah  

Sura t  Keputusan  Terguga t  berupa  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

No.  SK 363/MENHUT-I I / 2007  tangga l  31 Oktober  2007  ten tang  Pencabutan  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  392/Kpts - I I / 1992  tangga l  24  

feb rua r i  1992  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  kepada  PT 

Kamundan  Raya  (  v ide  bukt i  P- 10=  T-

12 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  memohon  agar  Sura t  Keputusan  

Tergugat  berupa  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  SK 363/MENHUT-

I I / 2007  tangga l  31 Oktober  2007  ten tang  pencabutan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  392/Kp ts - I I / 1992  tangga l  24  Pebruar i  1992  ten tang  

pember ian  Hak Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  Kamundan Raya (v i de  bukt i  

P- 10  =  T- 12)   d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  karena  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  dan  ber ten tangan  dengan  asas  

asas  umum pemer in tahan  yang ba ik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  yang  t i dak  

diban tah  atau  set i dak - t i daknya  t i dak  disangka l  dengan  tegas  oleh  
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Tergugat ,  seh ingga  merupakan  dal i l - da l i l  te tap  yang  t i dak  per lu  

dibuk t i k an  lag i  dan merupakan  fak ta  hukum,  adalah  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa benar  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  berupa  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  Sk.363 /MENHUT-I I / 2007  tangga l  

31  Oktober  2007  ten tang  Pencabutan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Nomor  392/Kp ts - I I / 1992  tangga l  24  feb rua r i  1992  ten tang  

Pember ian  Hak Pengusahaan  Hutan  kepata  PT.  Kamundan Raya (  v ide  

bukt i  P- 10 = T- 12 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  

untuk  yang  la i n  dan  se leb ihnya  te l ah  disangka l  o leh  Tergugat ,  maka 

beban  pembukt i an  diwa j i bkan  kepada  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l  gugatannya ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  yang  te l ah  dibe r i  

matera i  cukup  yang  d ibe r i k an  tanda  P- 1  sampai  dengan  P-

12  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  sangka lannya ,  

Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  Sura t  yang  te l ah  dibe r i  

matera i  cukup  yang  d ibe r i  tanda  T- 1  sampai  dengan  T-

14  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  se lan ju t nya  Maje l i s  akan  mempert imbangkan  apakah  

Tergugat  da lam  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  

sengketa  dalam  perkara  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  dan  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  seh ingga  harus  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  atau  seba l i k nya  

gugatan  Penggugat  harus lah  di to l a k  karena  dar i  seg i  prosedura l  

maupun  substans ia l  te rnya ta  obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  

t i dak l ah  te rdapa t  cacat  yur i d i s  sebaga imana  yang  dida l i l k a n  dalam 

alasan- a lasan  gugatan  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l - da l i l  gugatan  Penggugat  pada  

pokoknya  t i ndakan  Tergugat  da lam  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  ada lah  memenuhi  keten tuan  

pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  
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ten tang  perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  o leh  karenanya  cukup  mempunyai  a lasan  

hukum apab i l a  Penggugat  mohon agar  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang   d ike lua rkan  oleh  Tergugat  

sebaga imana  disebu tkan  

dia tas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  namun  hal  te r sebu t  te l ah  diban tah  oleh  

Tergugat  dengan  menyatakan  bahwa  Terguga t  da lam  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam perkara  in i  sudah  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan t i dak  melanggar  

Asas  Asas  Umum  Pemer in tahan  Yang 

Baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  akan  memper t imbangkan  apakah  dasar  

hukum dan kewenangan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  sengketa  dalam perkara  in i  dan apakah  semua prosedura l  

te lah  di l aksanakan  sebaga imana  

mest inya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  da lam  mengeluarkan  sura t  Keputusan  

yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam perkara  in i  berdasarkan  kewenangan  

yang  dibe r i k an  sesua i  dengan  keten tuan  yang  ber l aku  

yakn i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1990  ten tang  Konservas i  Sumber  Daya  

Alam Hayat i  Dan Ekos is temnya ; -

Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  1997  ten tang  Pengelo laan  Lingkungan  

Hidup  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Undang  -  Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Jo  Undang- Undang  No 19  Tahun  

2004 ten tang  Kehutanan  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  27  Tahun  1999  ten tang  Anal i s  Mengenai  

Dampak Lingkungan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  35  Tahun  2000  ten tang  Dana 

Reboisas i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  44  Tahun  2004  ten tang  Perencanaan  

Hutan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45 Tahun  2004  ten tang  Per l i ndungan  Hutan  
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; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Pres iden  Nomor  187/M  Tahun  2004  yang  te lah  diubah  

beberapa  ka l i t e r a kh i r  dengan  Keputusan  Pres iden  Nomor  171/M 

Tahun 2005 ten tang  Pembentukan  Kabine t  ; -

Pera tu ran  Pres iden  Nomor  9  Tahun  2005  j i s  Nomor  62  Tahun  2005  dan  

Nomor  66  Tahun  2006  ten tang  kedudukan ,  Tugas,  Fungs i ,  Susunan  

Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  Kementer i an  Negara  Republ i k  Indones ia  

; - - - - - - - - - - - - - - -

 Pera tu ran  Pres iden  Nomor  10  Tahun  2005  j i s  Nomor  5  Tahun  2005,  

Nomor  63  Tahun  2005  dan  Nomor  91  Tahun  2006  ten tang  Uni t  

Organ isas i  dan  Tugas  Eselon  I  Kementer i aan  Negara  Republ i k  

Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  P.13 /Men- Hut- I I / 2005  yang  te lah  

beberapa  ka l i  d iubah  te rakh i r  dengan  Pera tu ran  Menter i  

Kehutanan  Nomor  P.17 /Men- Hut- I I / 2007  ten tang  Organ isas i  dan  

Tata  Ker ja  Depar temen  

Kehutanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Sehingga  Maje l i s  berpendapat  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengke ta  da lam perkara  in i  ada lah  

berwenang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang.  Bahwa Maje l i s  akan  memper t imbangkan  apakah  Tergugat  

da lam menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  sudah  

sesua i  dengan  prosedur  dan  apakah  secara  subtans ia l  sudah  tepa t  dan  

benar  ?; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l  Tergugat  bahwa  Tergugat  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  ada lah  

berdasarkan  has i l  moni to r i ng  perkembangan  Rencana  Ker ja  Tahunan  

Pengusahaan  Hutan  di  Depar temen  Kehutanan ,  te rnya ta  PT Kamundan Raya  

/  Penggugat  t i dak  menyusun  dan  menyerahkan  Usulan  Rencana  Ker ja  

Tahunan  (  URKT )  tahun  2005  dan 2006  sebaga imana  diwa j i b kan  dalam SK 

HPH-nya  maupun  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  34  Tahun  2002  Jo  No 6 

Tahun  2007,  kemudian  berdasarkan  hal  te rsebu t  Menter i  Kehutanan  

mengeluarkan  sura t  Per inga tan  I ,  I I ,  dan  I I I  kepada  PT.   Kamundan  

Raya  /  Penggugat  yang  sampai  batas  waktu  yang  di ten tukan  Penggugat  

t i dak  memenuhi  kewaj i bannya  sesua i  substans i  da lam  per inga tan  

dimaksud.  Dan  sesua i  sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua  

Nomor  522.1 /1261  tangga l  10  Oktober  2006  disampaikan  bahwa  PT.  
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Kamundan  Raya  t i dak  pernah  melaksanakan  keg ia tan  di l apangan  

(  s taknas i  ) .  Dan  berdasarkan  Pasa l  133  huru f  c  dan  Pasa l  134  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 Tahun  2007,  pe langgaran  yang  di l akukan  

PT  Kamundan  Raya  dikenakan  sanks i  admin i s t r a s i  berupa  Pencabutan  

iz i n  HPH /  IUPHHK dalam hutan  alamnya; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  gugatan  Penggugat ,  jawaban  Penggugat ,  

jawaban  Tergugat ,  Repl i k ,  Dupl i k  dan bukt i - bukt i  sura t  yang  d ia j ukan  

yang  te rungkap  dipe rs i dangan ,  Maje l i s  berkes impu lan  sebaga i  

ber i ku t  ;

Bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  

392/Kp ts - I I - 1992.  Tangga l  22 Apr i l  1992  Penggugat  dibe r i k an  Hak 

Pengusahaan  Hutan ,  kemudian  Menter i  Kehutanan  dengan  sura tnya  

Nomor  :  500/Kp ts - I I / 1993  tangga l  9  September  1993  ten tang  

Perubahan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  392/Kpts - I I / 1992  

tangga l  22  Apr i l  1992  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  

kepada  PT  Kamundan  Raya  (  bukt i  P- 1  =  T- 1  dan  P-

2 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  PT Kamundan  Raya  /  Penggugat  te lah  menyura t i  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Papua  dengan  Sura t  Nomor  11/KR- UM/X/2004  

Tangga l  23  Oktober  2004  per iha l  Permohonan  Peni l a i an  Dan 

Pengesahaan  URKT Tahun  2005  an PT Kamundan Raya        (  bukt i  

P- 3 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Kepala  Dinas  Kehutanan  Dan Perkebunan  Kabupaten  Mimika  te lah  

menyura t i  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua  dengan  Sura t  

Nomor  522/249 .A  tangga l  November  2005  per iha l  Hasi l  Peni l a i an  

Buku UBKU PPHK pada Hutan  Alam Tahun 2006 an PT Kamundan Raya (  

bukt i  P- 6 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  PT  Kamundan  Raya  te lah  menyampaikan  Sura t  Permohonan  

Peni l a i an  Pengesahan  URKT  Tahun  2006  kepada  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Papua  dengan  Sura t  Nomor  01/KR  UM/I I I / 2 006  

tangga l  18  Maret    2006   (  bukt i  P-

4  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa Atas  nama Menter i  Kehutanan ,  Di rek tu r  Jendera l  Bina  Produks i  

Kehutanan  te l ah  mengeluarkan  Sura t  Per inga tan  I  Nomor  

S.417/MEN- HUT-  IV /BPHA/2006  tanga l  17  Mei  2006  (  bukt i  P- 4  ) ,  

dan  Sura t  Per inga tan  te rsebu t  te l ah  di tanggap i  o leh  PT.  

Kamundan  Raya  dengan  Sura t  Nomor  12/DIR/KR/VI / 2006  tangga l  14  
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Jun i  2006          (  buk t i  T- 5 ) ,  se lan ju t nya  Menter i  Kehutanan  

menerb i t kan  lag i  Sura t  Per inga tan  I I  Nomor  S  612/MENHUT-

VI /BPHA/2006  tangga l  24  ju l i  2006  (  bukt i  T- 6  ) ,  dan  pada  

tangga l  15  september  2006  Di rek tu r  Jendera l  Bina  Produks i  

Kehutanan  menerb i t kan  Sura t  Per inga tan  I I I  dengan  Sura t  Nomor  

S.646/MENHUT-VI /BPHA/2006           (  bukt i  T- 7 )  yang  mana PT.  

Kamundan  Raya  te l ah  menanggap i  Sura t  Per inga tan  I I I  dengan  

Sura t  Nomor  15/DIR/KR/X/2006  tangga l  18 Oktober  2006 (  bukt i  T-

8 )  ; -

Bahwa  PT.  Kamundan  Raya  te l ah  menyampaikan  Sura t  Permohonan  

Peni l a i an  Pengesahaan  URKT  Tahun  2007  kepada  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  papua  dengan  Sura t  Nomor  02/KR- UM/X/2006  

tangga l  19  Oktober  2006        (  buk t i  P-

7  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa,  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua  te lah  menyura t i  

Di rek tu r  Jendera l  Bina  Produks i  Kehutanan  dengan  Sura t  Nomor  

522.1 /1261  tangga l  10 Oktober  2006,  per iha l  Keterangan  Kegia tan  

PT  Kamundan  Raya  (  bukt i  P- 5  =  T-

9  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  PT  Kamundan  Raya  te lah  menyura t i  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Prop ins i  Papua  dengan  Sura t  Nomor  03/KR- UM/XI I / 2006  tangga l  7 

Desember  2006 (  bukt i  P- 8 )  ; - - - - - - - - -

Bahwa pada  akh i rnya  te rb i t  Sura t  Keputusan  Obyek  Sengketa  (  bukt i  

P- 10 = T- 12 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  kons ide ran  menimbang  huru f  b  pada  

Sura t  Keputusan  Terguga t  obyek  sengketa  menyatakan  bahwa berdasarkan  

moni to r i ng  perkembangan  Rencana  Ker ja  Tahunan  Pengusahaan  Hutan  di  

Depar temen  Kehutanan ,  Perusahaan  yang  bersangku tan  t i dak  

mengajukan  /  menyerahkan  Usulan  Rencana  Ker ja  Tahunan  (  URKT )  2005  

dan 2006 ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  bukt i  P- 3,  yakn i  Sura t  PT Kamundan  Raya  

kepada  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua  Nomor  11/KR- UM/X/2004  

tangga l  23  Oktober  2004,  per i ha l  Permohonan  Peni l a i an  dan  

Pengesahaan  URKT Tahun  2005  an  PT.  Kamundan  Raya  dan  bukt i   P- 4,  

yakn i  Sura t  PT Kamundan  Raya kepada  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  

Papua  Nomor  01/KR- UM/I I I / 2 006  tangga l  18  Maret  2006,  per iha l  
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Permohonan  Peni l a i an  dan  Pengesahaan  URKT  Tahun  2006,  an  PT.  

Kamundan  Raya  te r l i h a t  dengan  je l as  bahwa  PT  Kamundan  Raya  /  

Penggugat  te l ah  bermohon  untuk  d in i l a i  dan  d isahkan  Usulan  Rencana  

Ker ja  Tahunan  (  URKT )  yang  dia j ukan ,  namun t i dak  ada  bukt i  adanya  

pengesahaan  dar i  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Papua.  Dengan  

demik ian  Tergugat  seharusnya  t i dak  mencantumkan  kons ide ran  menimbang  

pada  huru f  b,  karena  pen i l a i an  dan  pengesahan  dar i  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Papua  sa ja  be lumlah  je l as  apakah  sudah  din i l a i  

dan disahkan  atau  belum din i l a i  dan disahkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  kons ide ran  menimbang  huru f  c  Sura t  

Keputusan  Tergugat  obyek  sengke ta  menyatakan  bahwa  sebaga i  t i ndak  

lan ju t  huru f  b,  Menter i  Kehutanan  dengan  Sura t  Nomor  S.417/MENHUT-

IV /BPHA/2006  tangga l  17  Mei  2006  Nomor  S.612/MENHUT-VI /BPHA/2006  

tangga l  24  Ju l i  2006  dan  Nomor  S.646/MENHUT-VI /BPHA/2006  te l ah  

member ikan  Per inga tan  I ,  Per inga tan  I I  dan  Per inga tan  I I I  kepada  PT 

Kamundan  Raya,  namun sampai  batas  waktu  yang  di ten tukan ,  perusahaan  

t i dak  memenuhi  kewaj i bannya  sesua i  substans i  da lam  per inga tan  

dimaksud  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Pasal  134  Pera tu ran  Pemer in tah  

Republ i k  Indones ia  Nomor  6 Tahun 2007  tangga l  8 Januar i  2007 ten tang  

Tata  Hutan  Dan  Penyusunan  Rencana  Pengelo laan  Hutan ,  Ser ta  

Pemanfaa tan  Hutan,  menyatakan  :

Ayat  (1 ) : Untuk  member ikan  kesempatan  bag i  pemegang IUPK,  IUP,  IL  

IUPHHK alam,  IUPHHK res to ras i  ekos is t em  dalam  hutan  alam 

IUPHHK pada  HTHR pada  HTI ,  IUPHHK pada  HTR,  IUPHHK pada  

HTHR,  IUPHHK pada  HTR,  kemasyaraka tan ,  IUPHHBK,  IPHHK atau  

IPHHBK melaksanakan  kewaj i bannya ,  sebe lum  iz i n  sebaga imana  

dimaksud  dalam  pasa l  133  dicabu t  te r l eb i h  dibe r i k an  

per inga tan  te r t u l i s  pa l i ng  banyak  3  (  t i ga  )  ka l i  secara  

berun tun  dalam  jangka  waktu  30  (  t i ga  puluh  )  har i  untuk  

set i ap  ka l i  per inga tan ,  kecua l i  pencabutan  iz i n  ak iba t  

sanks i  p idana  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  78  Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 ten tang  Kehutanan  atau  dinya takan  

pai l i t  o leh  Pengadi l an  

Neger i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Ayat  (2 ) : Pencabutan  iz i n  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  
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di l aksanakan  sete lah  berakh i r nya  jangka  waktu  per inga tan  

te r t u l i s  ket i ga  pemegang  iz i n  t i dak  melaksanakan  

kewaj i bannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i  P- 4,  P- 6  dan  P- 7,  yakn i  Sura t  

Per inga tan  I ,  I I  dan  I I I  d i t e r b i t k an  oleh  Tergugat  pada  tangga l  17  

Mei  2006,  24  Ju l i  2006  dan  15  September  2006  apab i l a  dika i t k an  

dengan  keten tuan  yang  dimaksud  Pasal  134,  maka te r l i h a t  bahwa Sura t  

Per inga tan  I ,  I I ,  dan  I I I  adalah  t i dak  sesua i  dengan  is i  dar i  Pasa l  

te rsebu t  d imana  di l akukan  per inga tan  t i dak  secara  beruru tan  dalam 

jangka  waktu  30 har i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se la i n  dar i  pada  i t u  fo rma lnya  suatu  keputusan  

seharusnya  di ten tukan  berdasarkan  data  yang  ada,  namun  Tergugat  

da lam menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  t i dak  memperhat i kan  

tangga l  Sura t  Keputusan  yang  dicabu t  apakah  yang  te r t e r a  tangga l  24  

Februar i  1992  atau  yang  tangga l  22  Apr i l  

1992 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  

Maje l i s  berkes impu lan  bahwa  Sura t  Keputusan  yang  di te rb i t k an  o leh  

Tergugat  berupa  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No SK 363/Men Hut -

I I / 2007  tangga l  30 Oktober  2007  ten tang  Pencabutan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  392/Kp ts - I I / 1992  tangga l  24  Februar i  1992  ten tang  

Pember ian  Hak Pengusahaan  Hutan  kepada  PT Kamundan Raya (  v ide  P- 10  

=  T- 12  )  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber laku  dan  melanggar  asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  

baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  dar i  kese lu ruhan  per t imbangan- per t imbangan  te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  berpendapat  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam perkara  in i  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  Perundang- Undangan  te rka i t  dan  melanggar  asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik  khususnya  asas  kepast i an  hukum dan  asas  

Kecermatan ,  seh ingga  Sura t  Keputusan  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  

d in i l a i  mengandung cacat  hukum dan harus  diba ta l kan  ; -

Menimbang,  bahwa dengan  diba ta l kannya  Sura t  Keputusan  Tergugat  

maka  te rhadap  tun tu tan  Penggugat  angka  2  dapat  d ikabu l kan ,  dan  

berpedoman pada  Pasa l  97  ayat  8  dan  ayat  9  Undang- Undang  Nomor  :  5  

Tahun  1986,  maka  kepada  Tergugat  d iwa j i b kan  untuk  mencabut  sura t  

keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  
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in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  dikabu l kan  dan  

t i dak  te rdapa t  a lasan  Terguga t  yang  kuat  untuk  mencabut  penetapan  

Maje l i s  ten tang  penangguhan  pelaksanaan  obyek  sengketa ,  maka 

te rhadap  penetapan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  Nomor  :  93/PEN/2008/PTUN- JKT,  ten tang  Penangguhan  

Pelaksanaan  leb ih  lan ju t  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  te tap  

dipe r t ahankan  sampai  ada  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap ,  kecua l i  ada  putusan  la i n  dikemudian  har i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian - ura ian  per t imbangan  te rsebu t  

d ia tas ,  maka  Maje l i s  berpendapat  bahwa  Penggugat  da lam  mengajukan  

gugatan  dapat  membukt i kan  dal i l - da l i l  gugatannya  seutuhnya ,  o leh  

karenanya  harus lah  dinya takan  mengabu lkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  gugatan  Penggugat  dikabu l kan ,  maka 

biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  d ibebankan  kepada  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  dan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  yang  te rka i t  

da lam perkara  in i ; - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

DALAM EKSEPSI  :

Menolak  Ekseps i  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Bata l  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  SK.  

363/MENHUT-I I / 2007  tangga l  31  Oktober  2007  ten tang  Pencabutan  

Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  392/Kp ts - I I / 1992  tangga l  

24  Februar i  1992  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  kepada  

PT.  Kamundan Raya ; - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  No.  SK  363/MENHUT-I I / 2007  tangga l  31  Oktober  2007  

ten tang  Pencabutan  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  

392/Kp ts - I I / 1992  tangga l  24  Februar i  1992  ten tang  Pember ian  Hak 
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Pengusahaan  Hutan  kepada  PT.  Kamundan Raya ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Tergugat   untuk  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i   sebesar  Rp.  183.000 . -  (  Sera tus  Delapan  Puluh  Tiga  

Ribu  Rupiah  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  har i  Selasa  tangga l  

2 Desember  2008  oleh  kami  H.  BAMBANG WICAKSONO, SH. ,MH sebaga i  Ketua  

Maje l i s ,  SINGGIH WAHYUDI,  SH dan  ANDRI MOSEPA, SH. ,MH,  Masing- masing  

sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana diucapkan  dalam  s idang  te rbuka  

untuk  umum pada har i  RABU tangga l  3 Desember  2008  o leh  Ketua  Maje l i s  

dan  Hakim  Anggota  te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  YUSUF AMIN,  SH,  

sebaga i  Pani te ra  Penggant i  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  hukum 

Penggugat  dan  Kuasa  hukum 

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

                                                 HAKIM KETUA 

MAJELIS,

 HAKIM ANGGOTA:                                           

                                            BAMBANG WICAKSONO,  

SH.MH.

SINGGIH WAHYUDI,  SH.

ANDRI MOSEPA, SH.MH.

                     PANITERA PENGGANTI

                          YUSUF AMIN,  SH.
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RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.   Kepani te r aan Rp.   169.000 , -

2. Matera i Rp.    6.000 , -

3. Redaks i Rp.      5.000 , -

4. Leges  Putusan Rp.         3.000 . -  

           J  u m l  a h………………………Rp.  183.000 , -

           (  Sera tus  Delapan  Puluh  Tiga  Ribu  Rupiah)
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